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BUPATI WONGS0OBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8

Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Provinsi Jawa
Tengah, terdapat perbedaan Alokasi Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan yang
direncanakan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2025;

.bahwa dalam perkembangan terdapat kegiatan bersifat

mendesak yang harus segera dilaksanakan sehingga perlu
dianggarkan dalam perubahan penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Waonosobo Tahun Anggaran 2025;



Mengingat

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor
42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {[Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor
2);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2025
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobe Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025 Nomor 9);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025 Nomor 10};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA  DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 33)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai
benkut :
Pasal 2
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025
semula berjumlah Rp.2.023.100.803.480,00 bertambah sebesar
Rp.6.254.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.029.354.803.480,00 dengan
perincian scbagai berikut :
a Pendapatan Daerah
1. Semula Rp.1.989.303 858.651,09
2. Bertambah Rp  6.254.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp.1.995.647.858.651,09




b Belanja Daerah
1. Semula Rp. 2.023.100.803.480,00
2. Bertambah Rp. 6.254.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 2.029.354.803.480,00

¢ Pembiayaan Daerah

l. Penerimaan pembiayaan

aj Semula Rp. 33.706.944.828,91
by Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 33.706.944 828,91

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula Rp. 0,00
bl Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 33.706.944 828,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

. Lampiran 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

. Lampiran [l diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 {satu) pasal yakni Pasal
3A vang berbunyi sebagai berikut ;



Pasal 3A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan penjabaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal U
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 SEFTEMBER- 2oag

Diundangkan di Wonosaobo
21 SEPTEM BER Zoig

WARDOYO
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 2%



